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BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 9 TAHUN 2022

R€NCANA PEMBANGI ri.iAi'i i(rBU PATEN
ACEH BESAR TAHUN 2023-2026

BISMI LLAH IR RAH MANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa untuk melaksana-kan Instruksi Menteri Dalam i\lcgeri
Nomor 7O Tahun 2O2l rentang Penyusunar: Lr.rkumen
Perencanaan Pembangunan l)aerah dengal lVlasa .labatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, guna tersedianyir
pedoman clan acuan dalam Derretaparr arah kebijakan
keuangarr daerah, strategi pembangnnan clacrah, kebi;':kan
umum clan progrant Perangkat Daerah (Pnt i-ar.B Ciscrtai
rencana kerja dalam kr-:lsrr*1o reguiasi cian pen<ianaan y4cg
bersifat indikatif pada masa transisi 2023-2026 diperJukan
dokume;: p€if r,r:li1aan ,lae;ah;
bahwa dalam rangl<a perryelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembanguna.n, dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu disustrn Renea-na Pembangunan Kabupaten
sebagai pecloman bagi Penjabat Br;pati Aceh Besar tahun
2023-2026 dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerahi
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
dalam huruf a dan hur'uf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Rencana Pembangunan Kabupaten
Acelr tsesar Tahun 2023-2A26;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5& Tambahan
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor LO92l;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ,
Nomor 75, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia fNomor 3851);

b.

: 1.

c.

2.
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3. Undang-undans.
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3.

4.

5.

6.

B.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tatnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4,'lambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentqhg Perneriniahan
Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor'
a633);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Parijang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Iiuang (Lerrrbaran Negara Republik Indonesia TaJrun 2OO7

Ncjmor 6S,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor a725);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi1
l{ci::or 24.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia
I.iomor 5587) sebagairnana telah dirrbah beberapa r:.aii,
terahhir dengan Undang-Undang Nomor g 'rh.hun 20i5
tentang Perubahan Kedua atas Unc-lang-Undang i.lcrnor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega:a
Republik Indbnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. r-rndang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Per-rgganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tenta-ng Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabiiitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease '2A19 (COVID-19) dan/atau da-lam' rangka Menghaclapi Ancerman ),ang Membahayakan
Perekcnomian I'la-sion al dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan
Mer-rjadi Undang-Undang (Lembaran I'legara Republik
Indonesia Tahun 2020 Norncr $7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6a85);

10. Undang-Undang i'{omor 6 T.lhun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL+
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara S,
Repubiik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan I
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

_!\l
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I 1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
657s);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tamba.hanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 ST\ ;

13. Pelaturan PemerintAh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (t embaran
Negara Republik indonesia Tahurr 2008 Nomor 21, Tamtlahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perargkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

15. Peraturan Pemerintah llomor 17 Tahun 2Ol7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasiorral (i-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 105, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

I6. Peratrrran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OlB tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaian Negara RepuLrlik Indonesia
Tahrrn 20lR Nc:iiwr 2, Tasnbahah Lembaran Nega::,.r Repubillr
Indonesia Nnmor 617B);

17" Peraturarr Pemerintah Nomor 12 Tahun 2C!9 tentarrg
Pengeloiaan Keuangan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesta Tahr.rn 2019 Nomor 42, Tarnbahan irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Femerintah Nomor 13 Tahun 2019 terrtang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2019 Nom or 52,
Tambahan Lembzrran Negara Republik Inclonesia Nomor 6323):

19. Peraturan Presiden Nomcr 1B Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengzft l.iasional (RPJMN) Tahun
2020 -2024;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbmor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Penge-edalian dan Bvaiuasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Renca.na Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keda
Pemerintah Dabrah; F

21. Peraturan Menteri Daiam Neged Nomor 100 Tahun 2018 I

ientang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15a0);

22. PerattLran l\{enteri...,. (
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2olg
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111a);

23. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2}lg
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor MaT);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Penn'enntah Nomor
13 Tahun 2Ol9 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2BB);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan I(eua,ngan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l781);

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar lrlomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kahupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tamba-han Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor
55i;

27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2OI7 tentang
Renc.ana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah l(abuoaten
Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembarar-r Kabnparen Acch
Besar Tahr:n 201-7 Nomor 2, Tartbahar: L:.irl;aran i(a'oupaten

28. Qanun Kabupaten Aceh Besa.r Nomor- 2 Tahun ZOig teniang
Rerrca;ia Penrbangunan Jallgka Mene:igah Kabupaten Aceh
Besar Tatun 2Ol7-2O22 (Lembaralr Kabupaten Aceh Resar
Tahun 2A19 i{omor 2, Tamtiahan Lembaran Kabupaten Aceh
Besar Nomor'67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAITI tstJPATI ACEH BFlS.q,R TENTANG RtrlJCANA
PEMBANCUNAI.I KABUPATEN ACE}i tstrSAR TAHUI'I 2023.2A26.

BAB I
I(ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang ciimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu

kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan A
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang T
Dasar Republik Iudonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten ff
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2' Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan perwakilan Ratrryat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3' Pemenntah Daaerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah
Ka'bupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar ya11g dipilih
,' melalui suatu pfoses\dernokratis yang dilakukan berdasark* 

""6i,* 
trng"rr.rg,

umu, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5' Perangkat Dadrah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsllr pembantu

Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan -vang menjadi
kervenangan Kabupaten ;

6' Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OCS-2O25 yang
selanjutnya <iisebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai derrgan
Tahun 2025;

7. Rencana Fr:rnbangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2A-2O24 yang
selmjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pernbangr;"";
nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2O2O sampai dcngan Tahun
2024;

.9. Rencana Pembangunan Jangka panjang Aceh Tahun 2oos-2o2s yang
selarjutnl'a clisebut RPJP Aceh adalah clokumen perencanaan pernbangunan
-^.;eit uiltuk periode 20 (dua pul'.rh) tahun dari Tahun 20C5 sarnpar dengan

^ lal un 2O25;
9' Rr'nc&rta Pembangunan Aceh Tahun 202g-2026 i'ar-lg selanjuunya disebrrt RpA

ada-lah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (enrpat) tahqn
dari Tahun 2023 sanrpai dengan Tahun 2A26; .

1O' Rencala Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahurr
2co5-2o25 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokurnen perencanaar.l
pembangunan- daerah untuk periode'20 (rtua puluh) tahun terhitung sejak
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;

i l. Rencana Fembangurran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut RPK Aceh Besar adalah dokumen perencanaan
pembangunan daet'ah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun
2023 sampai dengan Tahun 2026;

12. Rencana Kerja Pernerintah Kabuparen yang selarijutnya disingkat RKpK aclalah
dokumen perencanaan Kabupaten untuk periocje I (satu) tahur:: atau disebut
dengan rencana pembangunan tahunan Kabupaten;

13. Rencana Strategis PD Terhun 2a23-2O26 7,ang selanjutnya ciisebut Renstra pD,
adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 4 (ernpat) tahun dari Tahun
2023 sampai dengan Tahun 2026; e_

14. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja pD adaiah Aotumen 7"
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;

(
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15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ol3-2O32 yang
selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan
tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geogralis beserta segenap
unsur terkart yarrg batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administrasi;

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
untuk mewujudkan visi;

akan dilaksanakan

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
I

indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atarr
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan;

2 i. Progranr adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang clilaksanakeLn oleh SKPK atau masyarakat, dikoordinasikan oleh
pemerintah Kabtrpaten untuk mencapai sasaran dan tujuan perrrbangunan
daerah:

2'2.Kine1a adalah keluaran/hasri dari kegiatan/prograrn yang ai<au atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan angga-ran dengan kuantitas dan
ku aU t-as yan g *,erlku r:

23. lndikator krneqa ariaial-r alat ukur spesifik secara kuanLitatif dan/atau kualiratrf
untuk rrrasui{aii, Droses, kelua-ran. hasil, rilarrfaal, dan/a'iau cla;npak yang

, metlggambarkan tingkat capaian kinerja suatu progranl atarr kegiatan+ -
24.Kerengka pendanaan, adalah program Can kegiatan yang disusitn untu-k

rnencapai sasaran hasil pembangunart yang penda;raannya diperoleh ciari
anggaran I pemerintah kabupaten, sebagai bagian integral dari upaya
oembangunan Kabupalen secara utuh;

25. Bersifat indikatif adalah bah'wa Cata dan infornrasi, baik tentalg srrmber claya
yang diperlukan maupun keluaran clarr ciampak -varrg tercanlrtm di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang henclak ciicapai dan tidak
kaku;

26. Pembangunan Kabnpaten adalah pernanfaatan sumber dal a yang dimiliki
untuk oeningkatan kesejahteruian rrrasyarakat yang nyaLa, baik dalam aspek
pendapatal, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebi;akan, berdaya saing, maupun pening.katan indeks
pembangunan rnar, usia;

2T.Perencanaan pembangunan daerah adalah s'. jaiI. ,rjroses pen\usunarr tahapan-
tahapan kegiatan yar-rg meiibatkan berbagai .rlrsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
witayanTaaerah dalam jangka rvaktu tertentu; A

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK I
adalah rencarla keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun
Kabupaten;

'P29. Standar pelayanan....' I



29. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan rvajib daerah
yang berhak diperoleh setiap wa-rga negara secara minima-l;

30. Haslt (outcome) ada-lah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adatah Perangkat Daerah yang melaksana-kan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang-perci::lcanaan dan bidang penelitian dan pengembangan,

,'melipuli perencanod.rls. pengendalian dan e.,,aluasi pcmbairgLinan ciaerah,
pemerintahan dan pembangunan manr-lsia, perekonomian dan sumber daya
alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta- penelitian clan pengembangan, yang
menjadi kervenangan Kabupaten, dan menyelenggarakan tugas dekonsentrasi
dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undarrgan.

BAB II
RPK ACEH BESAR

Pasal 2

RPK Aceh Besar merupakan penjabaran dari RPJMI'{ 2O2O.2024, RPA 2023-
'2026, RPJP Kabupaten Aceh Besar 2OO5-2O25 darr Isr-r Strategis Aktual.
RPK Aceh Besar Tahun 2023-2026 memllat Tujuarr :-aasaran, Strategi, Arah
Kebijakan, Prograrn Picritas, Iicuanga-n Daeah dan Prcgrarn Pera-igkat
D3e-rah.

Pasal 3

(1) Sistematika RPK Aceh Besar sebagaimana dimaksud cialarn Pasal 2 ayat {ll
disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahulua.n
tsAB il Gambaran Umum
BAB Iil Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV Permasa-lahan dau Isr-r Strategis
BAB V Tujuan dan Sasaran
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
BAB VII Kerangka Pendanaar: Pembangunan dan Program Perangkat

Daerah
BAB VIII Kirrerjir Pcnyelenggararin Pemt rir-itahan f)aeral-r
EAB IX Penutup

(2) Sistematika RPK Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rinci
tercantum dalam lampiran yang merupal<an bagian tidak terpisahkan d*i 4
Peraturan Bupati ini. ^ I

(1)

(2)

'f
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Pasal 4

RPK Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
a. Pedoman bagr seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Aceh Besar dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD); dan

b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Aceh Besar daiam penyusune-n dan
perubahan Rencana Keda Pemerintah Kabupaten (RKPK). 

,, 
.

Pasal 5

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembanBlnan Kabupaten
Aceh Besar sebagaimana tercantrr.m dalam Peraturan Bupati ini. merupakan
pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap lahunny'a berclasarkar
kemampuan keuangan dan penerimaan Kabupaten Aceh Besar sesuai ciengal
kebijakan umLlm dan program prioritas pembangunan Kabupaten r\ceh Besar
setiap tahunnya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERL:NCANAAN PBMBANGIJI,IAN

KABUPATtrN ACEH BESAR

Pasal 6

(1) Pcnjaba'c Bupati melakukan pengendalian dan evailrasi terhadap Pcrenibnarrr
Pembangirnan Kabupaten A^ceh Besar.

(?) Pengendalian dan F-valuasi sebagaimana dimaksrrd nada ayat (l) meliputi:
a. kebijakan perenianaan RPK; dan
b. pelaksanaan RPK.

(3) fata cara pengendalian rlan eva.luasi pelaksanaan RPI( sebagaimana Cjmaksud
patla ayat (2) dilaksanakalr sesuai k-etentuan peru turzlrr perundang-.unclarrgan.

BAB IV
PERUB,A.HAN RENCANA PEI\4tsANGI NAN I{ABUPATTN

TAHUN 2023-2A26

Pasal 7

(i) Perubahan Rencana Pembangunan Kabupaten ,r\ceh Besar Tahun 2023-2026
dapat dilakukan apabila:
a. H-asil pengcndalian dan evaluasi menunjukl<an adzrnya ketidaksesuaian

antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang

signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan;

c. Terjadi perubahan mendasar; dan
d. Terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan

perintah dari perunCang-undangan yang lebih tinggi.
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Perubalran Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ;

Perubahan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan perubahan
Renstra Perangkat Daerah.

\ BABV
KETENTUAN PENUTUP

pasa-t 8

Peraturarl Bupati ini mulai berlaku pada tanggal rt-iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan peraturan
Bupati ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

(JJ

Ditetapkan di
pada tanggal

Kota Jantho
14 Maret 2022 M
1 1 Sya'barr 1443 H

t.,
T BUPATI ACtrH BESAR, #(

-'"*--,1tr;1jX15-7fl-

7 
uewaRDI ALI

Diundangkan di Kota Janttro
pada tanggal _ t+_Jare!2Q22M

11 Sya'ban 1443 H

^ SEKRBTARIS DAERAH ,
-vt\[ KABUPATtr\ ACI]H BESAR, il-

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 9

SULAIMI


